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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR    27   TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF SEWA 

SALURAN SIARAN PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggara program siaran yang akan 
bersiaran secara digital harus melampirkan surat 
perjanjian kerjasama jenis layanan dan 
kesepakatan penyelenggara penyiaran 
multipleksing yang di dalamnya termuat besaran 
tarif sewa saluran siaran; 

  b. bahwa dalam rangka mempercepat penetrasi dan 
implementasi penyiaran TV digital perlu dilakukan 
pemberlakuan tarif sewa saluran siaran 
sementara penyelenggara penyiaran multipleksing; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif 
Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan 
Penyiaran Multipleksing; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3881); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 
dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3981); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4485);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4566);  

  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara;  

  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji 
Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi 
Digital sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 46/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 
tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan 
Siaran Televisi Digital;  

  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Komunikasi dan Informatika; 

  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang 
Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial 
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to Air);  
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  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Perhitungan Tarif Sewa Saluran Pada 
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing; 

  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran 
Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; 

  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 3 tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Peringatan Dini Bencana Alam pada Alat 
dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital 
Berbasis Standar Digital Video Broadcasting 
Terrestrial –Second Generation; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
 

: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG 
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF SEWA SALURAN 
SIARAN PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN 
MULTIPLEKSING.  

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada 
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing disisipkan 2 (dua) ayat di antara 
ayat (2) dan ayat (3), yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 8 
 

 (1) Rencana jenis layanan sewa saluran siaran dan perhitungan besaran 

tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) dievaluasi oleh Direktur Jenderal. 

(2) Batasan besaran tarif sewa saluran siaran ditetapkan oleh Menteri 

berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(2a) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 

belum selesai dilaksanakan, Lembaga Penyiaran yang 

menyelenggarakan penyiaran multipleksing dapat memberlakukan 

tarif sewa saluran siaran sementara yang disampaikan kepada 

Direktur Jenderal. 

(2b) Tarif sewa saluran siaran sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2a berlaku sampai dengan batasan besaran tarif sewa saluran 

siaran ditetapkan oleh Menteri 
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(3) Dalam hal dipandang perlu Menteri melakukan evaluasi terhadap 

batasan besaran sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) setiap 2 (dua) tahun. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal    14 Agustus  2014  

 

 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
 

TIFATUL SEMBIRING 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Agustus 2014 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
 

AMIR SYAMSUDDIN 

 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2014  NOMOR 1176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ksd. 
Pengembangan 
Infrastruktur 

Kabag. 
Hukum 

Dir. Telsus 
PPKU 

Sesditjen 
PPI 

Kepala Biro 
Hukum 

Staf Khusus 
Menteri 

Dirjen PPI 
Sekjen 

Kemkominfo 

        

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Kepala Biro Hukum, 
 
 
 
 

D. Susilo Hartono 
 


